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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan, 

sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban dokter yang melakukan tindak pidana aborsi 

ilegal dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam 

UU Kesehatan. Prinsip hukum menyebutkan lex spesialis derogat 

lex generalis yang berarti aturan hukum yang khusus akan 

mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga 

penerapan ketentuan pidana terhadap dokter yang melakukan 

praktik aborsi adalah dengan diberlakukannya Pasal 194 UU 

Kesehatan yang unsur–unsur deliknya antara lain setiap orang yang 

dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

paling banyak sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). 

2. Beberapa kendala dalam penegakkan hukum aborsi adalah: 

a. Kurangnya bukti mengenai indikasi darurat medis yang 

disebutkan dalam UU Kesehatan sebagai syarat pelaksanaan 

aborsi. Ketiadaan bukti medis tersebut dapat menjadi alasan 
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bagi seorang dokter untuk tetap melakukan aborsi tanpa 

mengindahkan syarat yang telah ditetapkan. 

b. Adanya persepsi bahwa dokter melakukan tindakan aborsi 

sebagai upaya dalam menyelamatkan nyawa seorang ibu. 

c. Ketentuan pasal mengenai aborsi criminalis yang dirasa cukup 

lemah karena dapat menimbulkan persepsi malapraktik medis 

dalam penegakan hukum. Hal tersebut dapat membuat dokter 

lepas dari tanggung jawabnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesmipulan di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Penjatuhan hukuman bagi dokter sebagai tenaga medis yang 

melakukan kegiatan aborsi ilegal sebaiknya diberikan dengan tegas 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan guna menekan angka aborsi ilegal yang masih cukup tinggi 

di Indonesia. 

2. Ketentuan-ketentuan hukum yang ada selama ini mengandung 

berbagai kelemahan dan kemampuan yang sangat terbatas dalam 

menghadapi berbagai masalah. Menghadapi kondisi demikian, 

seyogianya ada keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum 

untuk mengefektifkan peraturan yang ada serta menjatuhkan hukuman 
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maksimal agar ada efek jera dan aborsi secara ilegal tidak semakin 

menjadi-jadi. 
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